
BUPA?I HALIUAIIERA BARAT
JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HATMAHERA BARAT
NoMoR 16.a/xrrs lr /2a2s

TENTANG

PENUNJUKAN PqIABAT PENTRIMA HASIL PEKTR.'AAN
PADA SEKR TARIAT DAERAH

KABUPATEIY I{ANLMAHS* BARAT

BUPATI I{ALMAHERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efekffitas pelalsanaan tugas-
tugas sesuai dengan kegiatan di lingkup Sekretariat Daerah Kab.
Halmahera Barat, maka dipandang perlu ditunjuk Pejabat
Penerima Hasil Pekedaan pada Sekretariat Daerah Kabupaten
Halmahera Barat;

b. bahwa pejabat yang ditunjuk dalam Keputusan ini dianggap
mampu dan memenuhi syarat untuk melaksalakan tugas dan
tanggung jawab dimaksud;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf
a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan
Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Sekretariat Daerah
Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2A25;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan
Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun L957 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah
Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas
Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Frovinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku
Tenggara Barat;

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan,
Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Hahnahera Timur dan
Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;

4. Undang-undang Nomor L7 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;

5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2AA4 tentang Perbendaharaan
Negara;

6. Undang-undang Nomor 5 Tahun '2074 tentang
Negara;

7. Undang-undang Nomor 23 Tahun '2A14 tentang
Daerah;
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8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 242'2 tentang
PerimbalganKeuangan antara Pemerinteh Pusat dan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan;

l0.Peraturan Pemerintah Nomor
Pengelolaan Keuangan Daerah;

12 Tahun 2A19 tentang

il.Peraturan IVienteri ilalam Negeri Nomor 77 Tah*n 2C2C ten"rang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

l2.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun
2421 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun
2OL6 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Halmahera Barat;
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l3.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun
2A25 tentang APBD Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran
'2425;

l4.Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun '2021
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Halmahera
Barat Nomor 10 Tahun 2}rc tentang Struktur Organisasi
Perangkat Daerah;

15.Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2025 tentang
Penjabaran APBD Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran
2425;

Surat Kepala Bagian lJmum, Perencanaan dan Keuangan Setda
Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 800.1.3.3/009 /2025 perihal
Perrnt;lx;narr Perrerbiian SK KDI-I "

IVIEMUTUSKAIIT :

tuienunjuk Pejabat Penerima Hasii Pekerjaan pada Sekretariat
Daerah Kabupaten Halmahera Barat sebagaimana tercantum
pada Lampiran Keputusan ini.
Pejabat Penerima Hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud Diktum
Kesatu, mempunyai tugas :

1. Melakukan pemeriksaan hasii pekerjaan pengadaan
barangljasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam
KontraklSPK.

2. Menerima hasil pengadaan barang/jasa set.elah melalui
pemeriksaan/ pengujian.

3. Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima
Hasii Pckcrjaan.

4. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada
Sekretaris Daerah melalui Kepala Bagian Umum, Perencanaan
dan Keuangan Setda Kab. Halmahera Barat.

Pejabat sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dapat cliberikan
honorarium dengan besaran sesuai kernampuan keuangan
Daerah.
Segala biaya yang akan timbul akibat rlikeluarkannya Keputusan
ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Halmahera Barat.
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan cii :

pada tanggal : S Jan
.Jailolo

BUPATI BARAT,

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Badarr Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di'lernate,
3. Gubernur IMaluku Utara di Sofifi,
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala BKAD Kab. Haimahera Barat di Jailolo,
6, Yang bersaagkutan untuk diketahui rian seperiunya.

Ass. Bid. Adm. Umum

Kabag Umum, Perencanaan &'

Kabag. Hukum & Orgs



LAMPIRAN

TINTANG

: KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NoMoR : 16. A /KPIS/ I l2o2s
TANGGAL : E JANUARI2O2S

: DAF"TAR NAJVIA PEJABAT PENERIMA HASIL
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA
2025

KER.IA PADA
BARAT TAHUN

NO I[AMA
JABATAIT

BESARAN
HOIIIORARIUM

1 2 3 4

1 DJUFRI K. LISA PF^]ABAT PENERTMA
HASIL KER.IA

1.750.000

BUPATI BARAT,

UAIYG
Ass. Bid. Adm. Umum

Kabag Umum, Perencalaal &

Kabag Hukum & Orgs
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